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Capaian Opini WTP atas LKPP: Pelecut Semangat untuk Meningkatkan 

Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara*) 

 

 

Laporan keuangan pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam paket Undang-

Undang Keuangan Negara, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan oleh 

pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2009) 

menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik (termasuk laporan keuangan 

pemerintah) menjadi komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan 

semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal). 

Sebagai ujung dari siklus pengelolaan APBN, laporan keuangan pemerintah 

disajikan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan 

keuangan negara. Lebih lanjut, dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan dijelaskan bahwa transparansi berarti informasi keuangan yang 

diberikan bersifat terbuka dan jujur atas pengelolaan sumber daya dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas artinya pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses 

akuntansi dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan serta 

memenuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu dan kesesuaian dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Laporan keuangan pemerintah mempunyai peranan penting dalam pengelolaan 

keuangan negara. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk 

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan 

kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 

dan efisiensi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Melihat pentingnya peranan laporan keuangan tersebut, pemerintah senantiasa 

melakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah. Berbagai upaya dan capaian pemerintah telah menorehkan sejarah dalam 

perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Tahun 2019, 

pemerintah telah menambahkan satu momentum penting dalam rekam jejak 

perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan tersebut dengan 

berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 

2018. Opini WTP merupakan sebuah pencapaian terbaik atas opini yang diberikan 

auditor untuk menunjukkan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Pencapaian tersebut melengkapi predikat WTP atas LKPP tiga tahun 

berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. Pencapaian opini WTP pada LKPP Tahun 2018 

juga melengkapi capaian APBN 2018 yaitu belanja negara telah dialokasikan untuk 
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program-program prioritas secara berkualitas bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

antara lain dalam bentuk pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan 

pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat. 

Pernyataan Opini WTP atas LKPP Tahun 2018 tersebut disampaikan secara resmi 

oleh Ketua BPK dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 28 Mei 2019 dengan agenda 

penyerahan LHP BPK atas LKPP Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

II Tahun 2018. Dalam sambutannya, Ketua BPK menyebutkan bahwa opini WTP 

diberikan kepada LKPP Tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1  Laporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara (LKBUN) Tahun 2018. Opini WTP tersebut menunjukkan bahwa 

pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dalam 

laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

Presiden Joko Widodo bersyukur atas pencapaian WTP laporan keuangan 

pemerintah pusat selama tiga tahun berturut-turut sejak LKPP Tahun 2016. Presiden 

mengingatkan bahwa laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban 

konstitusional kepada negara dan pertanggungjawaban moral kepada rakyat bahwa 

uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut 

disampaikan dalam acara Penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 di Istana Negara pada tanggal 29 Mei 2019.  

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

LKPP sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara 

menyajikan informasi yang bermanfaat, akuntabel dan dapat dijadikan dasar untuk 

pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memberikan 

informasi tersebut, unsur LKPP terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan 

finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan rincian sebagai berikut. 

1. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, 

belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 

pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode pelaporan.  

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan SAL pemerintah pusat pada tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

2. Laporan finansial terdiri dari: 

a. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

b. Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat 

untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. 

c. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan 

saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat 

selama periode tertentu. 

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci angka atau 

memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran 

maupun laporan finansial. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan informasi lain yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh SAP serta pengungkapan yang 

diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK 

merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah 

tersebut. 

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP 

adalah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat yang merupakan 

konsolidasian atas LKKL dan LKBUN. Sebagai laporan konsolidasian, kualitas LKKL dan 

LKBUN mempunyai implikasi terhadap kualitas LKPP. Dalam perkembangan capaian 

opini LKKL tiga tahun terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah LKKL yang 

memperoleh opini WTP dan penurunan jumlah LKKL yang mendapat predikat opini 

WDP dan TMP. Demikian juga dengan LKBUN, Tahun 2018 merupakan tahun ketiga 

LKBUN memperoleh opini WTP.  

Pada periode pelaporan tahun 2016 terdapat 74 dari 88 LKKL dan LKBUN yang 

mencapai opini WTP atau 84 persen. Angka tersebut terus meningkat pada tahun 2017 

yaitu 80 dari 88 LKKL dan LKBUN mendapat opini WTP atau 91 persen dan pada tahun 

2018 terdapat 82 dari 87 LKKL dan LKBUN memeroleh opini WTP atau 95 persen. Pada 

tahun 2018, jumlah LKKL dan LKBUN berkurang menjadi 87 karena terdapat satu 

lembaga yang dilikuidasi yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 

sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut. 

Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016-2018 

 
Sumber: Direktorat APK (data diolah) 

Pemberian opini oleh BPK atas kewajaran penyajian LKPP mempertimbangkan 

beberapa aspek yaitu (i) aspek kesesuaian dengan SAP, (ii) kecukupan pengungkapan 

sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, (iii) kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Opini 

WTP tidak berarti bahwa laporan keuangan tersebut sempurna. Dalam laporan hasil 
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pemeriksaannya, BPK menemukan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern 

dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun, kelemahan dan 

ketidakpatuhan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran LKPP. 

Menurut Kerangka Konseptual Pemeriksaan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN), konsep materialitas dalam pemeriksaan bersifat relevan yang 

ditentukan dengan menggunakan pertimbangan profesional dan bergantung pada 

interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna hasil pemeriksaan dan ketentuan 

perundang-undangan. Sesuatu bersifat material jika kelalaian untuk mencantumkan 

atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi pengambilan 

keputusan oleh pengguna. 

Temuan pemeriksaan dari BPK atas kelemahan pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selama tahun 

2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa perbaikan berkelanjutan masih perlu 

menjadi perhatian pemerintah. Temuan pemeriksaan menunjukkan semakin 

kompleksnya pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah akibat adanya 

beberapa jenis transaksi baru dari aktivitas pemerintah yang memengaruhi laporan 

keuangan. Dalam LKPP Tahun 2018 terdapat temuan pemeriksaan yang berulang 

walaupun nilai dan siginifikansinya semakin kecil, dan terdapat temuan pemeriksaan 

yang baru sebagai dampak bertambahnya kompleksitas/varian transaksi keuangan 

pemerintah. 

Terdapat 16 temuan pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, 18 temuan pemeriksaan 

untuk LKPP tahun 2017, dan 25 temuan pemeriksaan untuk LKPP Tahun 2018. Dalam 

LHP BPK, temuan pemeriksaan atas kelemahan pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dikelompokkan 

berdasarkan permasalahan-permasalahan. Pada LKPP Tahun 2016 terdapat 4 

permasalahan kelemahan atau permasalahan ketidakpatuhan yaitu pada penyusunan 

laporan keuangan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada Tahun 2017 selain 4 

kelompok permasalahan tersebut terdapat kelompok permasalahan Aset, dan pada 

Tahun 2018 terdapat tambahan kelompok permasalahan Kewajiban. Rincian 

perkembangan LHP atas LKPP Tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat sebagai 

berikut. 

          Tabel 1.1  Rincian Perkembangan LHP atas LKPP Tahun 2016 s.d. 2018 

LKPP 2016 2017 2018 
Temuan SPI 12 temuan 13 temuan 19 temuan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

1. Sistem informasi 
penyusunan LKPP dan 
LKBUN Tahun 2016 
belum terintegrasi 

2. Pelaporan Saldo 
Anggaran Lebih (SAL) 
belum memadai 

Sistem informasi penyusunan 
LKPP Tahun 2017 belum 
dapat menyelesaikan selisih 
transaksi antar entitas dan 
transaksi timbal balik 

Pemerintah belum memiliki 
sistem untuk menganalisis 
hubungan antar akun LKPP dan 
penyesuaian perhitungan rasio 
defisit 

Pendapatan 1. Penetapan tarif Pajak 
Penghasilan Minyak dan 
Gas Bumi (PPh Migas) 
tidak konsisten 

2. Kelemahan SPI dalam 
penatausahaan piutang 
perpajakan 

3. Pengendalian penagihan 
sanksi administrasi pajak 

1. SPI dalam penatausahaan 
piutang perpajakan masih 
memiliki kelemahan 

2. Pengendalian penetapan 
Surat Tagihan Pajak (STP) 
atas potensi pokok dan 
sanksi administrasi pajak 
berupa bunga dan/atau 
denda belum memadai  

1. SPI dalam penatausahaan 
piutang perpajakan masih 
memiliki kelemahan 

2. Pengendalian penetapan STP 
atas potensi pokok dan saksi 
administrasi pajak berupa 
bunga dan/atau denda masih 
belum memadai 
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LKPP 2016 2017 2018 
berupa bunga dan/atau 
denda belum memadai 

3. SPI dalam rekonsiliasi 
dan penatausahaan 
piutang pajak dalam 
rangka impor memiliki 
kelemahan 

Belanja 1. Pencatatan Persediaan 
pada 57 K/L belum tertib 

2. Penatausahaan Aset 
Tetap pada 70 K/L belum 
tertib 

3. Penatausahaan Aset Tak 
Berwujud pada 23 K/L 
belum tertib 

4. Pengendalian atas 
Pengelolaan Program 
Subsidi kurang memadai 

5. Pertanggungjawaban 
penggunaan APBN untuk 
penyelenggaraan 
kewajiban pelayanan 
publik angkutan orang 
dengan kereta api belum 
jelas 

6. Penganggaran Dana 
Alokasi Khusus (DAK) 
Fisik Bidang Sarana 
Prasarana Penunjang dan 
Tambahan DAK belum 
memadai 

1. Utang/piutang atas 
kelebihan/kekurangan 
pendapatan badan usaha 
dari selisih Harga Jual 
Eceran (HJE) Formula dan 
HJE Penetapan 
Pemerintah atas 
penyaluran minyak solar 
dan premium belum 
dilaporkan dan 
diselesaikan 

2. Pengendalian realisasi 
belanja dan 
pertanggungjawaban 
ketepatan sasaran atas 
program pengelolaan 
subsidi belum memadai 

1. Dasar hukum, metode 
perhitungan dan mekanisme 
penyelesaian kompensasi 
atas dampak kebijakan 
penetapan tarif tenaga listrik 
non subsidi belum ditetapkan 

2. Perencanaan, pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban 
atas kebijakan pemerintah 
yang menimbulkan dampak 
terhadap pos-pos LRA 
dan/atau neraca, serta 
kelebihan dan/atau 
kekurangan pendapatan bagi 
BUMN belum diatur dan 
dipertanggungjawabkan 

3. Pelaksanaan belanja subsidi 
bunga kredit perumahan 
(SSB/SSM) dan belanja 
Subsidi Bantuan Uang Muka 
Perumahan (SBUM) tidak 
sepenuhnya sesuai ketentuan  

4. Dana cadangan program 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) Tahun 2018 belum 
mampu menyelesaikan 
permasalahan defisit Dana 
Jaminan Sosial (DJS) 
Kesehatan 

5. Ketidakpastian perubahan 
kebijakan penyediaan dan 
penyaluran cadangan beras 
pemerintah 

6. Data sumber perhitungan 
alokasi afirmasi dan alokasi 
formula pada pengalokasian 
dana desa TA 2018 pada 
1.427 Desa dan 22 Kabupaten 
tidak andal. 

7. Proses pengalokasian Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Non 
Fisik TA 2018 belum 
sepenuhnya memadai. 

Pembiayaan Kebijakan pelaksanaan 
tindakan khusus untuk 
menyelesaikan aset Dana 
Jaminan Sosial (DJS) 
Kesehatan yang bernilai 
negatif belum jelas. 

Dana cadangan program 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) Tahun 2017 belum 
mampu menyelesaikan 
permasalahan defisit dana 
jaminan sosial kesehatan dan 
LKPP Tahun 2017 belum 
menyajikan dampak 
kewajiban yang timbul dari 
defisit DJS Kesehatan. 

Skema pengalokasian anggaran 
dan realisasi pendanaan 
pengadaan tanah PSN pada Pos 
Pembiayaan mengakibatkan LKPP 
belum menggambarkan informasi 
belanja dan defisit sesungguhnya. 
 

Aset  1. Pengelolaan kas pada 27 
K/L belum tertib. 

1. Pengendalian atas 
pengelolaan kas pada K/L 
belum memadai berdampak 
adanya rekening 



 

 

6 INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 4 Nomor 4 Tahun 2019 

LKPP 2016 2017 2018 
2. Penatausahaan dan 

pencatatan persediaan 
pada 51 K/L belum tertib. 

3. Penatausahaan dan 
pencatatan aset tetap 
pada 72 K/L belum tertib. 

4. Penatausahaan dan 
pencatatan aset tak 
berwujud pada 27 K/L 
belum tertib. 

5. Kebijakan skuntansi 
terkait transaksi material 
persediaan aset 
Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama belum memadai. 

6. Pengendalian atas 
penatausahaan dan 
pemanfaatan Barang 
Milik Negara KKKS yang 
telah berakhir kontrak 
kerja samanya belum 
memadai. 

penampungan yang belum 
teridentifikasi, penyetoran 
sisa kas tidak tepat waktu, 
pengelolaan dana 
menggunakan rekening 
pribadi dan penggunaan kas 
yang tidak dilengkapi 
dokumen 
pertanggungjawaban. 

2. Pengendalian atas 
pengelolaan persediaan pada 
K/L belum memadai 
berdampak adanya 
pelaksanaan stock opname 
serta penatausahaan dan 
pencatatan persediaan yang 
tidak sesuai ketentuan. 

3. Pengendalian atas 
pengelolaan aset tetap pada 
K/L belum memadai 
berdampak adanya saldo 
BMN yang tidak akurat serta 
penatausahaan dan 
pencatatan aset tetap yang 
tidak sesuai ketentuan. 

4. Pengendalian atas 
pengelolaan aset tak 
berwujud pada K/L belum 
memadai berdampak adanya 
saldo BMN yang tidak akurat 
serta penatausahaan dan 
pencatatan aset tak berwujud 
yang tidak sesuai ketentuan. 

5. Aset konstruksi berupa jalan, 
gedung, peralatan dan 
jaringan atas jalan tol yang 
dibangun oleh BUJT belum 
dilaporkan dalam LK 
Kementerian PUPR. 

6. Pencatatan, rekonsiliasi, dan 
monitoring evaluasi aset 
KKKS dan PKP2B belum 
memadai berdampak adanya 
selisih aset yang tidak dapat 
ditelusuri dan aset tanah 
yang belum dilaporkan. 

Kewajiban  
 

 1. Pemerintah belum 
menyajikan kewajiban atas 
program pensiun PNS pada 
LKPP Tahun 2018. 

2. Penatausahaan hak dan 
kewajiban pemerintah yang 
timbul dari putusan 
pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap belum optimal. 

Temuan 
Kepatuhan  

4 temuan 5 temuan 6 temuan 

Pendapatan  1. Pengelolaan PNBP pada 
46 K/L serta Pengelolaan 
Piutang pada 21 K/L 
belum sesuai ketentuan. 

1. Pengelolaan PNBP pada 
35 K/L dan pengelolaan 
Piutang pada 18 K/L 
belum sesuai ketentuan. 

1. Pengelolaan PNBP pada 36 
K/L serta pengelolaan 
piutang pada 18 K/L belum 
sesuai ketentuan. 
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LKPP 2016 2017 2018 
2. Pengembalian Kelebihan 

Pembayaran Pajak Tahun 
2016 pada DJP tidak 
memperhitungkan 
piutang kepada WP. 

3. Pengelolaan Hibah 
Langsung berupa 
Uang/Barang/Jasa pada 
16 K/L tidak sesuai 
ketentuan. 

2. Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak tidak 
dikompensasikan dengan 
utang pajak WP. 

2. Tarif bea keluar dalam Nota 
Kesepahaman antara 
Kementerian ESDM dengan 
PT FI bertentangan dengan 
tarif bea keluar yang telah 
ditetapkan Kementerian 
Keuangan sehingga terdapat 
potensi pengembalian bea 
keluar atas ekspor konsentrat 
tembaga PT FI. 

3. DJBC belum mengenakan bea 
masuk tambahan 
diantaranya bea masuk anti 
dumping terhadap 
pengeluaran barang hot 
rolled plate dari kawasan 
bebas TLDDP. 

Belanja Penganggaran, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban 
Belanja Modal pada 70 K/L 
dan Belanja Barang pada 73 
K/L dan Belanja sosial pada 5 
K/L tidak sesuai ketentuan 
serta penatausahaan utang 
pada 9 K/L tidak memadai. 

1. Penganggaran, 
pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban 
Belanja pada 84 K/L 
tidak sesuai ketentuan 
serta penatausahaan 
utang pada 10 K/L tidak 
memadai. 

2. Penambahan pagu 
anggaran subsidi listrik 
Tahun 2017 tidak sesuai 
dengan UU APBN-P dan 
tidak berdasarkan 
pertimbangan yang 
memadai. 

3. Pengalokasian DAK Fisik 
Sub Bidang Prioritas 
Daerah dan tambahan 
DAK Fisik Percepatan 
Infrastruktur Publik 
Daerah serta DAK Fiisk 
Afirmasi TA 2017 belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan 

1. Penganggaran, pelaksanaan, 
dan pertanggungjawaban 
belanja pada 67 K/L tidak 
sesuai ketentuan . 

2. Ketidakkonsistenan 
pembebanan atas golongan 
tarif 900 VA –RTM (R-1/TR) 
menimbulkan ketidakpastian 
dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban belanja 
subsidi listrik. 

3. Pengalokasian DAK Fisik TA 
2018 belum sepenuhnya 
sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan dan 
tidak didukung dengan 
dokumen sumber yang 
memadai. 

Sumber: Direktorat APK (data diolah) 

Berdasarkan tabel rincian perkembangan LHP atas LKPP Tahun 2016 s.d. 2018 

terlihat bahwa temuan BPK semakin komprehensif melihat berbagai aspek pengelolaan 

keuangan negara, termasuk model-model transaksi yang baru terjadi pada tiga tahun 

terakhir. Dalam temuannya, BPK menyoroti mulai dari sistem penyusunan laporan 

keuangan, pengelolaan perpajakan, pengelolaan kas, pengelolaan aset, pengelolaan 

subsidi, transfer daerah, hingga penyajian program pensiun dan inkracht. Untuk 

menjawab temuan tersebut dan melaksanakan rekomendasi BPK perlu adanya 

komitmen dan sinergi yang baik atas semua unit pengelola keuangan negara. 

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pemerintah atas LHP LKPP sebagai Ruang 

Perbaikan LKPP 

LKPP dan LHP atas LKPP merupakan dua hal yang timbal balik dan memiliki tujuan 

untuk perbaikan kesalahan secara berkelanjutan. Dalam setiap temuan 

pemeriksaannya, BPK selalu memberikan rekomendasi pemeriksaan. Rekomendasi 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah saran dari 

pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau 

badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi 

pemeriksa tersebut merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan untuk 

ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-

lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Selanjutnya, BPK akan memantau pelaksanaan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Jawaban atau penjelasan dari pemerintah 

tentang tindak lanjut rekomendasi akan ditelaah oleh BPK untuk menentukan apakah 

jawaban/penjelasan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi. Menurut 

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, terdapat 4 status hasil penelaahan atas 

pelaksanaan tindak lanjut yaitu: 

a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK 

telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;  

b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut 

rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi 

belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi; 

c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum 

ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan  

d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat 

ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan 

profesional BPK, antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh 

terhadap keberagaman organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar. 

Pejabat yang dimaksud dalam uraian di atas adalah pejabat yang diperiksa dan/atau 

yang bertanggung jawab yakni satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk 

mengelola keuangan negara.  

Atas rekomendasi pemeriksaan tersebut, unit-unit pemerintah terkait bekerja 

sama untuk menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi dan memberikan jawaban 

atau penjelasan disertai dengan bukti atau dokumen pendukung. Bentuk rencana aksi 

tindak lanjut tersebut seperti penyetoran uang/penyerahan aset ke negara, pemberian 

peringatan dan/atau sanksi kepada penanggung jawab kegiatan, koreksi atas 

pencatatan keuangan negara, pelengkapan dokumen, penerbitan peraturan, dan 

perbaikan sistem pengendalian intern. Pemerintah telah menyelesaikan seluruh 

rekomendasi pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 dan hanya menyisakan 4 dari 56 

rekomendasi pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 yang belum sesuai atau dalam proses 

tindak lanjut. Perkembangan rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK 

untuk LKPP Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 sebagai berikut. 

Tabel 1.2  Perkembangan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pemerintah atas LHP LKPP 

Tahun 2016-2018 

LKPP Jumlah 
Temuan 

Pemeriksaan 

Jumlah 
Rekomendasi 

Status Pemantauan Tindak Lanjut 

Tahun 
2016 

16 temuan 49 
rekomendasi 

49 sesuai dengan rekomendasi 

Tahun 
2017 

18 temuan 56 
rekomendasi 

- 52 sesuai dengan rekomendasi 
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- 4 belum sesuai dan dalam proses 
tindak lanjut 

Tahun 
2018 

25 temuan 57 
rekomendasi 

(dalam proses tindak lanjut) 

Sumber: Direktorat APK (data diolah) 

Pemerintah senantiasa berupaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dan 

segera menindaklanjuti rekomendasi yang belum sesuai. Hal tersebut mendapat 

perhatian dari Presiden sebagaimana disampaikan dalam Sambutan Presiden atas 

Penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 

Tahun 2018 di Istana Negara pada tanggal 29 Mei 2019, bahwa rekomendasi yang 

disampaikan BPK kepada pemerintah untuk perbaikan pengelolaan, dan 

pertanggungjawaban APBN tahun mendatang akan segera ditindak lanjuti oleh 

pemerintah. 

Upaya Perbaikan yang Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas LKPP 

Sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan BPK dalam penyusunan laporan 

keuangan, pemerintah terus berbenah. Salah satu proses yang berbeda dari tahun 

sebelumnya pada penyusunan LKPP Tahun 2017 adalah pembangunan aplikasi 

terintegrasi untuk mengonsolidasikan LKKL dan LKBUN menjadi LKPP secara otomatis. 

Selain memudahkan proses penyusunan, penggunaan aplikasi terintegrasi juga mampu 

menghasilkan data yang lebih akurat karena mengurangi kesalahan yang disebabkan 

human error dalam menginput kertas kerja maupun kesalahan formula. Perbaikan 

sistem juga dilakukan untuk transaksi antar entitas dan SIMAK BMN. Penyempurnaan 

atas pembangunan aplikasi terintegrasi ini terus berlanjut pada penyusunan LKPP 

Tahun 2018, sehingga validitas data LKPP dapat memenuhi standar kualitas yang lebih 

baik. Pemerintah juga melakukan implementasi single database dalam penyusunan 

LKKL melalui aplikasi E-Rekon & LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi 

dalam konfirmasi). 

Selain kemajuan dari segi proses penyusunan, pemerintah juga terus berupaya 

meningkatkan kualitas LKPP melalui peningkatan kualitas LKKL dan LKBUN. Sejumlah 

rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti, meliputi segenap aspek pengelolaan 

keuangan yang masih terdapat kelemahan. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Kesesuaian dengan SAP.  

Pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan melalui penyempurnaan regulasi dan 

penerbitan peraturan baru untuk memperbaiki kelemahan di bidang peraturan 

akuntansi dan pelaporan keuangan. 

2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP.  

Pemerintah berupaya agar informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

memadai. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, melakukan 

pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas 

SDM, pembinaan dan pendampingan secara intensif dalam penyusunan LKKL.  

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Menindaklanjuti temuan ini pemerintah menerbitkan antara lain Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk 
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mengoptimalkan sumber pendapatan  negara dari PNBP, serta menerbitkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia. 

4. Efektivitas sistem pengendalian intern. 

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 

tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK). PIPK adalah pengendalian yang 

secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk memberikan pemahaman 

lebih lanjut atas penerapan ini pemerintah telah memberikan sosialisasi, workshop, 

dan pendampingan kepada para unit penyusun laporan keuangan dan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, untuk lebih mengefektifkan SPI, 

pemerintah berupaya untuk mengoptimaliasi APIP melalui peningkatan peran dan 

kualitas APIP dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. 

Menindaklanjuti rekomendasi BPK merupakan concern pemerintah sehingga 

pemerintah menyusun rencana tindak yang dilengkapi dengan jangka waktu 

penyelesaian yang jelas dan secara berkala memonitor tingkat penyelesaiannya. 

Terhadap K/L yang mendapat opini TMP dan WDP, pemerintah menaruh perhatian 

lebih dengan membentuk task force untuk mempercepat penyelesaian permasalahan 

penyebab opini TMP pada K/L serta penyebab pengecualian pada K/L yang memperoleh 

opini WDP. 

Komitmen Pemerintah dan Sinergi yang Tidak Kenal Lelah 

Upaya tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan 

wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa Pemerintah selalu berkomitmen 

untuk mengelola APBN dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Pemerintah akan 

terus meningkatkan kualitas LKPP tiap tahun agar terus mampu memeroleh opini WTP. 

Hal tersebut diungkapkan dalam acara penyampaian LKPP (unaudited) kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium BPK RI pada tanggal 28 Maret 2018. 

Komitmen tersebut perlu terus dipertahankan dan digugah diantaranya melalui forum 

Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

Komitmen tersebut didukung dengan upaya-upaya yang melibatkan seluruh unit 

pengelola keuangan negara sehingga diperlukan adanya sinergi. Sinergi dalam Nilai-

nilai Kementerian Keuangan berarti membangun dan memastikan hubungan kerjasama 

internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sesuai 

dengan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada 

Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tindak lanjut memerlukan sinergi yang 

dilakukan oleh: 

1. Seluruh Eselon I terkait yang dikoordinasikan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan untuk LHP LK Kementerian Keuangan (BA 15). 

2. Seluruh Eselon I terkait yang dikoordinasikan Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan untuk LHP selain LHP LK Kementerian Keuangan. 
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3. Instansi/Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN terkait yang dikoordinasikan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk LHP LKBUN dan LKPP. 

Sinergi, selain sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan juga 

merupakan bentuk koordinasi dalam menyelesaikan temuan pemeriksaan dan 

menjalankan rekomendasi temuan. Hal ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk 

terus membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara. 

Penutup 

Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai 

basis pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Dalam siklus 

pengelolaan APBN, opini WTP dapat menjadi salah satu indikator atas pengelolaan 

keuangan pemerintah yang tepat sasaran melalui program-program pemerintah untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Raihan WTP tiga kali berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan 

sinergi dari semua pihak pengelola keuangan negara untuk mengelola dan 

mempertanggungjawabkan APBN secara transparan dan akuntabel dalam rangka 

mencapai kesejahteraan rakyat. Mempertahankan opini WTP dengan tantangan yang 

semakin meningkat seiring dengan semakin kompleks dan berkembangnya transaksi 

keuangan negara menjadi tanggung jawab bersama seluruh K/L dan BUN untuk 

senantiasa dapat mengelola keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Sebagai penutup, opini WTP bukan merupakan tujuan akhir namun sebagai 

milestone untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaksanaan 

manajemen aset dan pada tahapan pertanggungjawaban. Sebagaimana pepatah 

mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit dari pada meraih, komitmen dan 

integritas seluruh pengelola keuangan negara perlu terus dipupuk untuk senantiasa 

melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara agar pertanggungjawaban 

APBN dapat mencapai kualitas terbaik. Tidak cukup hanya mempertahankan status 

WTP atas LKPP namun momentum ini adalah sebagai pelecut untuk terus memperbaiki 

kualitas dan keandalan laporan keuangan. 

 

*) Kontributor: Affifah Nurviana Assyayuti, Mauritz Cristianus Raharjo Meta, Budiman 

(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) 
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Potret Unit Badan Lainnya serta Posisinya  

pada LKBUN dan LKPP*) 

 

 
  

Berbicara tentang Unit Badan Lainnya (UBL), mungkin terasa asing bagi sebagian 
besar orang termasuk para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Lain halnya 
dengan Kementerian/Lembaga yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat,  Unit Badan 
Lainnya ini masih terasa asing sehingga perlu lebih diperkenalkan lebih komprehensif 
kepada para pihak terkait bahkan masyarakat awam. UBL merupakan lembaga 
independen yang bersifat non struktural, dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku 
untuk mendukung tugas pemerintahan dalam berbagai aspek.  

Pembentukan UBL yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu 
alternatif yang dipilih karena adanya dinamika penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan yang harus diselesaikan namun secara fungsional belum dapat 
dilaksanakan secara maksimal oleh Kementerian/Lembaga yang sudah ada. 
Pembentukan UBL dilaksanakan dengan pertimbangan untuk lebih mempercepat 
pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan 
rakyat, pengembangan kehidupan sosial budaya dan lain-lain. UBL mempunyai 
karakteristik yang berbeda-beda. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan 
Semester I tahun 2019, terdapat 72 Unit Badan Lainnya dengan berbagai tugas dan 
fungsi yang khusus dalam mendukung pencapaian tugas pemerintahan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 audited yang sudah memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Aset Unit Badan Lainnya tersaji sebesar 
Rp10.482.359.272.377 dengan kewajiban Rp484.186.960.628, sehingga nilai ekuitas 
UBL sebesar Rp9.998.172.311.749. 

 
Potret Unit Badan Lainnya (UBL) 

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang termasuk kekayaan negara 
yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan 
kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan 
dan/atau mendukung fungsi kementerian negara/Lembaga, secara hierarkis tidak di 
bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada Kementerian/ Lembaga 
tertentu. Jadi, berdasarkan kedudukannya maka UBL bersifat independen dan dapat 
menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 
Bentuk organisasi UBL bervariasi sesuai dengan kebutuhan pada saat pembentukannya 
melalui peraturan perundangan-undangan. Pembentukan UBL diharapkan akan mampu 
menjalankan tugasnya dengan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan pada saat pendiriannya. Berbagai jenis UBL yang ada adalah sebagai berikut: 
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Sumber: Direktorat APK (data diolah) 

 
Ditinjau dari sisi pengelolaan keuangannya, Unit Badan Lainnya dibagi menjadi 2(dua) 
jenis yaitu: 
1. UBL Satker/Bagian Satker secara struktural tidak berada di bawah Kementerian 

Negara/Lembaga namun pengelolaan keuangannya menginduk pada Bagian 
Anggaran tertentu. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti 
ketentuan teknis pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan 
lembaga dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 

2. UBL Bukan Satker bukan bagian dari kementerian negara/lembaga tertentu dan 
pengelolaan keuangannya tidak menginduk ke Bagian Anggaran tertentu. Proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan mengedepankan proses efisiensi 
dan efektivitas guna mendukung pencapaian sasaran sesuai yang diamanatkan 
Presiden sehingga pengelolaan keuangannya di luar mekanisme APBN.  

Perlakuan Akuntansi Laporan Keuangan UBL pada LKBUN dan LKPP 

Laporan Konsolidasian Unit Badan Lainnya akan dikonsolidasaikan ke dalam 
laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan selanjutnya ke Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. Dalam hal penyampaian laporan ke Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan maka Unit Badan Lainnya menyampaikan laporan sebagai berikut: 

a. UBL Satker menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) kepada Unit 
Akuntansi Pelaporan Badan Lainnya (APBUN PBL) setiap semester dan pada 
saat yang sama menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi di 
atasnya setiap bulan.  

b. UBL Bagian Satker menyampaikan ILK ke UAPBUN PBL dan sekaligus 
menyampaikan ILK ke satkernya. 

c. UBL Bukan Satker menyampaikan laporan keuangan dan ILK kepada UAPBUN 
PBL setiap semester.  

Jenis 
UBL

Akademi

Badan

Dewan

Komisi

KonsilKorps

Lembaga

Otoritas

Unit 
Kerja
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Berdasarkan laporan keuangan dan/atau ILK yang dikirimkan oleh UBL ke 
Direktorat APK sebagai UPBUN PBL maka akan disusun Laporan Keuangan 
Konsolidasian Unit Badan Lainnya yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK). Proses 
akuntansi pada UAPBUN PBL dilaksanakan dengan melakukan jurnal akrual pada 
aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atas 
kenaikan/penurunan ekuitas UBL Bukan Satker sebagai berikut: 
a. Apabila terjadi kenaikan ekuitas UBL Bukan Satker maka perlakuan akuntansi yang 

akan mempengaruhi laporan keuangan sebagai berikut: 
Akun Uraian Debet Kredit 

167111 Ekuitas Badan Lainnya XXX  

391122 Aset Lainnya dari Ekuitas UBL  XXX 
 

b. Apabila terjadi penurunan ekuitas UBL Bukan Satker maka perlakuan akuntansi 
yang akan mempengaruhi laporan keuangan sebagai berikut: 

Akun Uraian Debet Kredit 

391122 Aset Lainnya dari Ekuitas UBL XXX  

167111 Ekuitas Badan Lainnya  XXX 
 

c. Apabila terjadi kenaikan ekuitas UBL Bukan Satker yang mempengaruhi utang maka 
perlakuan akuntansi yang akan mempengaruhi laporan keuangan sebagai berikut: 

Akun Uraian Debet Kredit 

167111 Aset Lainnya dari Ekuitas UBL XXX  

221911 Utang Jangka Panjang      XXX                     
 

d. Apabila terjadi kenaikan ekuitas UBL Bukan Satker yang mempengaruhi utang maka 
perlakuan akuntansi yang akan mempengaruhi laporan keuangan sebagai berikut: 

Akun Uraian Debet Kredit 

221911 Utang Jangka Panjang XXX  

167111 Aset Lainnya dari Ekuitas UBL        XXX                     

 
Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan UBL 

Direktorat Akuntansi merupakan unit akuntansi Pembantu Bendahara Umum 
Negara Pelaporan Badan Lainnya (UAPBUN PBL) yang ditunjuk untuk 
mengkonsolidasikan laporan keuangan dari semua Unit Badan Lainnya.  Pelaksanaan 
penyusunan laporan keuangan Unit Badan Lainnya tingkat UAPBUN PBL masih terdapat 
permasalahan-permasalahan, antara lain: 

a. Kurang sinkronnya periode laporan keuangan audited antara LK UBL bukan satker 
dengan LKBUN/LKPP serta belum tersedianya dana untuk pelaksanaan audit yang 
dilakukan Kantor Akuntan Publik. 
Setiap tahun, Badan Pemeriksan Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik 
melakukan audit terhadap Unit Badan Lainnya. Namun pada praktiknya, proses 
audit Unit Badan Lainnya masih banyak yang belum selesai dilakukan hingga 
LKBUN/LKPP telah dinyatakan audited. Proses audit LKBUN/LKPP lebih cepat dari 
periode audited LK UBL bukan satker. Permasalahan ini akan dapat menimbulkan 



 

 

16 INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 4 Nomor 4 Tahun 2019 

permasalahan bahwa data UBL bukan satker yang dikonsolidasikan pada 
LKBUN/LKPP tidak menyajikan nilai yang sudah dinyatakan audited. Faktor lain 
adalah belum tersedianya anggaran untuk biaya audit oleh Kantor Akuntan Publik 
menjadi salah satu kendala dalam proses penyelesaian audited laporan UBL. 

b. Pengungkapan pada laporan keuangan yang kurang memadai. 
Saldo Ekuitas Akhir UBL bukan satker akan dikonsolidasikan menjadi aset Unit 
Badan Lainnya pada Neraca LKBUN/LKPP dan akan mempengaruhi perubahan 
saldo ekuitas pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Seharusnya kenaikan 
atau penurunan ekuitas ini dapat diungkapkan secara lebih lengkap pada laporan 
keuangan. Namun, masih terdapat beberapa UBL yang kurang memadai dalam 
mengungkapkannya pada CaLK. 

c. Keterlambatan Pengiriman ILK dari UBL Satker/Bukan Satker. 
Pada setiap periode penyusunan LK UBL, masih terdapat beberapa UBL 
satker/bagian satker yang terlambat dalam mengirimkan ILK. Keterlambatan 
pengiriman ILK ini karena ketidakpahaman satker/bagian satker dalam 
melaksanakan kewajibannya menyusun ILK. Satker/bagian satker mempunyai 
pemahaman yang salah bahwa ILK tidak perlu disusun dengan alasan bahwa 
laporan keuangan telah disusun dan sudah dikonsolidasikan ke unit akuntansi di 
atasnya. 

 
Solusi atas Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan UBL 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai Pembina Unit Badan 
Lainnya secara pro aktif menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi 
dalam penyusunan laporan keuangan. Terhadap permasalahan yang terjadi maka solusi 
yang dilakukan agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada periode berikutnya 
adalah sebagai berikut: 
a. Perlu mensinkronkan selesai periode penyelesaian audit UBL dengan 

menyesuaikan periode audited LKBUN/LKPP. Selanjutnya, untuk menghindari 
keterlambatan pelaksanaan audit UBL maka setiap UBL diwajibkan untuk 
menyediakan dana pelaksanaan audited setiap awal tahun. 

b. Melaksanakan pembinaan secara intensif melalui berbagai sarana yang tersedia 
maupun dengan bertemu langsung melalui berbagai kegiatan peningkatan 
kemampuan penyusun laporan keuangan UBL selalu dilakukan, antara lain 
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan UBL yang dilakukan setiap periode 
penyusunan laporan keuangan. 

c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara aktif berkoordinasi dengan 
semua Unit Badan Lainnya dalam penyusunan ILK. Membuat whatsapp group  Unit 
Badan Lainnya  adalah salah satu sarana koordinasi yang efektif dalam 
mengingatkan semua UBL dalam menyelesaikan kewajibannya. 

*)Kontributor: Jakson Sunario Panjaitan (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan) 

Daftar Pustaka 
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Mencari Model Penyaluran Bansos yang Tepat*) 
 

 

 

Pemerintah diamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan 

penghidupan yang layak. Namun demikian tingkat penghidupan yang layak belum 

sepenuhnya dicapai oleh seluruh rakyat. Kemiskinan telah menjadi musuh bersama 

bangsa Indonesia sejak dulu kala. Menurut data Bank Dunia (okezone.com:2015), pada 

tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke sembilan dalam daftar negara dengan 

jumlah orang miskin terbesar di dunia.  

Menurut data BPS dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2018, pemerintah telah 

berhasil menurunkan kemiskinan dari 23,43 persen menjadi 9,82 persen (Maret 2018). 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tingkat kemiskinan di Indonesia berada dalam 

satu digit. Selanjutnya, pada Maret 2019 tingkat kemiskinan berhasil diturunkan lagi 

menjadi 9,41 persen. Selain tingkat kemiskinan perlu dilihat juga perkembangan 

ketimpangan nasional yang ditunjukkan oleh Rasio Gini. Pada September 2015 nilai 

Rasio Gini Indonesia pada nilai 0,4 yang berarti tingkat ketimpangannya sedang. Pada 

Maret 2019 nilai Rasio Gini berada pada nilai 0,382 yang berarti tingkat 

ketimpangannya rendah. Distribusi pendapatan makin merata jika nilai Rasio Gini 

mendekati nol sehingga dapat disimpulkan bahwa pada lima tahun terakhir telah terjadi 

peningkatan pendapatan masyarakat dengan distribusi yang lebih merata. 

Perbaikan tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penurunan 

tingkat kemiskinan dan rasio ketimpangan. Upaya pemerintah meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya rumah tangga miskin diantaranya dengan 

memberikan bantuan sosial. Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan 

No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian 

Negara/Lembaga sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 228/PMK.05/2016 telah mengatur tentang penyaluran belanja bantuan sosial. 

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa 

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna 

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan 

kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial dapat berupa 

uang maupun barang/jasa dengan skema penyaluran sebagaimana skema berikut: 
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Sumber: Dit. PA (data diolah) 

 

Salah satu bantuan sosial (bansos) yang diberikan adalah Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 

keluarga tidak mampu yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH 

memberikan bantuan kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak dan 

mendorong mereka untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan 

fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Disamping itu, PKH juga 

membantu penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat mempertahankan taraf 

kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial PKH disalurkan oleh Kementerian Sosial 

melalui bank penyalur untuk selanjutnya ditransfer ke rekening penerima.  

Dalam lima tahun terakhir penyaluran bantuan sosial PKH mengalami peningkatan 

yang signifikan. Pada tahun 2015 telah disalurkan Rp5,58 triliun bansos PKH dengan 

capaian output Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 2,38 juta KPM. Sedangkan 

pada tahun 2018 penyaluran bansos PKH meningkat 213 persen menjadi Rp17,48 

triliun dengan capaian output sebesar 10 juta KPM (jumlah ini telah meningkat empat 

kali lipat). Pada tahun 2019 target KPM penerima bansos PKH masih tetap 10 juta 

namun pagu bansos PKH meningkat menjadi Rp32,65 triliun (meningkat 186 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya). Berdasarkan hasil perhitungan, PKH merupakan 

program yang ditengarai berpengaruh positif dalam penurunan angka kemiskinan dan 

ketimpangan pada beberapa tahun terakhir.   

Perkembangan penyaluran Bansos PKH dibandingkan dengan perkembangan 

tingkat kemiskinan dan Rasio Gini pada periode tahun 2015 – 2019 sebagaimana grafik 

berikut: 
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Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi bansos PKH  

 
Catatan: Data tahun 2019 menggunakan pagu bansos PKH 

Sumber: MEBE, BPS (data diolah)  

Melihat pentingnya peranan bansos dalam pengentasan kemiskinan maka 

penyaluran bansos yang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penerima menjadi suatu 

keharusan. Namun pada pelaksanaannya penyaluran bantuan sosial terutama yang 

dilakukan oleh bank penyalur berjalan kurang efektif, antara lain: 

a. Banyaknya pengembalian dana bansos karena banyaknya kesalahan data penerima; 

b. Kementerian Sosial kesulitan dalam memonitor dana bansos yang sudah disalurkan 

dan yang belum tersalurkan kepada penerima bansos. 

Disamping itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 dan 2018 terdapat beberapa temuan terkait 

belanja bantuan sosial sebagai berikut: 

a. IHP Semester I tahun 2017: Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan 

dan belanja pada Kementerian Sosial, antara lain terdapat penyaluran dana 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengembalian (retur) atas belanja bantuan 

sosial (bansos) yang belum tersalurkan pada tahun 2016 belum sesuai dengan 

ketentuan. 

b. IHP Semester II tahun 2017: Pengelolaan dana bansos belum tertib sehingga 

terdapat penyaluran dana bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta dana 

bansos PKH dan BNPT yang tidak dapat disalurkan dan masih berada di bank-bank 

penyalur, belum dikembalikan ke kas negara. Total temuan senilai 79,90 miliar. 

c. IHP Semester I tahun 2018: Kekurangan penerimaan pada Kementerian Sosial 

antara lain dari sisa dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak 

disalurkan dan sisa saldo bantuan sosial (bansos) PKH yang tidak dapat dijelaskan 

pada rekening penampungan/ penyaluran di Himpunan Bank Negara (Himbara) 

sebagai bank penyalur senilai Rp20,62 miliar. Total temuan senilai 59,13 miliar. 

d. IHP Semester II tahun 2018:  

1) Pada Kementerian Sosial, saldo di rekening penampungan bansos Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) belum 

disetor ke kas negara sebesar Rp168,82 miliar. Saldo tersebut antara lain karena 

kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak dapat didistribusikan kepada keluarga 
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penerima manfaat (KPM), KPM non eligible, KPM tidak melakukan transaksi, 

bank gagal melakukan multi kredit, dan tidak dapat disalurkan (hold). 

2) Terdapat penyaluran bansos rastra kepada KPM di 11 kabupaten/kota dan 

penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 7.247 KPM PKH 

Tahap III dan IV Tahun 2018 yang tidak tepat sasaran pada Kemensos. Selain itu, 

terdapat penyaluran bansos rastra kepada keluarga di luar daftar penerima 

manfaat. Total temuan senilai 46,49 miliar. 

Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyaluran bansos 

maka perlu perbaikan penyaluran bansos yang menggunakan mekanisme bank 

penyalur. Perbaikan mekanisme penyaluran bansos mulai diterapkan pada bansos PKH. 

Melalui Peraturan Direktur Jenderal No. PER-15/PB/2018 tentang Mekanisme 

Konfirmasi Penerima Bansos Non Tunai dan Penyampaian Informasi Penyaluran Bansos 

Non Tunai PKH telah diatur mekanisme baru penyaluran bansos PKH.  

Perbedaan mekanisme baru penyaluran bansos PKH dengan mekanisme yang lama 

yaitu adanya proses konfirmasi data penerima bansos. Setelah proses verifikasi dan 

validasi penerima bansos PKH di Kementerian Sosial dilanjutkan dengan proses 

konfirmasi. Konfirmasi merupakan proses mendapatkan informasi status rekening 

penerima bantuan sosial non tunai PKH dalam sistem perbankan. Konfirmasi data 

penerima bansos melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja 

(Satker) dan bank penyalur via OM-SPAN. Hasil konfirmasi data penerima bantuan 

sosial berstatus rekening aktif digunakan oleh Satker dalam penerbitan SPP/SPM 

bansos PKH. Proses bisnis konfirmasi penerima bansos PKH sebagaimana gambar 

berikut:     

 

Gambar 3.1 Proses Bisnis Konfirmasi Penerima Bansos PKH 

 
Sumber: Dit. PA (data diolah) 
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Dengan adanya proses verifikasi dan validasi yang dilanjutkan dengan proses 

konfirmasi maka data penerima bansos PKH menjadi lebih akurat dan tingkat kesalahan 

data dapat dikurangi. Pada tahun 2018 terdapat empat tahap penyaluran bansos PKH. 

Tahap I sampai dengan III menggunakan mekanisme penyaluran bansos yang lama 

sedangkan pada tahap IV terdapat dua penyaluran dengan mekanisme yang berbeda. 

Pada tahap IVa menggunakan mekanisme lama sedangkan tahap IVb telah 

menggunakan mekanisme baru. Pada tahap I sampai dengan III rata-rata transaksi 

penyaluran bansos yang gagal sebesar 1,25 persen. Pada tahap IVa malah terjadi 

peningkatan transaksi gagal menjadi 4,71 persen sedangkan pada tahap IVb yang telah 

menggunakan mekanisme penyaluran baru transaksi gagal hanya sebesar 0,0019 

persen. Pada tahun 2019 yang 100 persen telah menggunakan mekanisme baru rata-

rata transaksi penyaluran bansos yang gagal hanya sebesar 0,0020 persen. Untuk 

mengetahui perkembangan penyaluran bansos PKH dan perbandingan penggunaan 

mekanisme penyaluran model lama dan baru dapat diketahui pada grafik berikut: 

 

Grafik 3.2 Perbandingan Perkembangan Mekanisme Penyaluran Bansos PKH Tahun 

2018 dan 2019 

 
 

 

 

 

Sumber: OM-SPAN (data diolah) 
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Dengan berkaca pada keberhasilan mekanisme penyaluran bansos PKH yang dapat 

meminimalkan jumlah transaksi penyaluran bansos yang gagal, maka sudah selayaknya 

program bansos yang lain mengikuti model penyaluran bansos PKH yang mengadopsi 

metode konfirmasi. Namun demikian, untuk mendapatkan program bansos yang efektif 

dalam penurunan angka kemiskinan dan rasio ketimpangan perlu upaya lebih lanjut 

untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat tersebut telah memberdayakan 

penerima manfaat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

*)Kontributor: Trisna Eka Wijaya (Direktorat Pelaksanaan Anggaran) 
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